PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR: 172.1/ 12 TAHUN 2019
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP 3 RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BATANG TAHUN 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

bahwa 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2019 telah dibahas bersama oleh DPRD
Kabupaten Batang bersama Eksekutif, dan hasil
pembahasan telah disetujui oleh Forum Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Batang tanggal 10 Juni 2019;

bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD
Kabupaten Batang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Batang Terhadap 3 Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 2019.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);



10.

11,

12,

13.

14.

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Indonesia (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634),

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);



15.

16.

17.

18.

19.

20,

21,

22,

23.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Convention On The Right Of Persons With
Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5251);

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 833, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5650);



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3258), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat I
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang
Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3177);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3445);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang
Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3754);



32.

33.

34.

35.

36.

37,

38.

39.

40.

41.

42.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang
Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 564 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Pemerintah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2013
Nomor 190);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11
Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan
Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 Nomor 57);



43.

44.

435.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

S2.

53.

54.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11
Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 Nomor 11);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 4);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun
2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun
2013 tentang Larangan Memproduksi dan
Mengedarkan Serta Menggunakan Minuman
Beralkohol (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Tahun 2014 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun
2014 tentang tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Tahun 2014
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun
2014 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama
Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Tahun
2014 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 57 Tahun
2014 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran
Daerah Tahun 2014 Nomor 57);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten
Batang (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 4);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

55. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Daerah Tahun 2015 Nomor 2);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di
Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Tahun 2016
Nomor 9);

57. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Nomor 1);

58. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan,
dan Orang Terlantar (Lembaran Daerah Tahun 2017
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Nomor 2);

59. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018
Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP 3 RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2019.

Menyetujui 3 ( Tiga ) Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2019, yang terdiri atas :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan
Pengendalian Tuberkulosis;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyandang
Disabilitas;

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum,
Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat

dengan beberapa penyesuaian dan perubahan sebagaimana
tercantum dalam laporan hasil pembahasan Alat
Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang.

. Persetujuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU

dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Antara
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan
Bupati Batang.



KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 10 Juni 2019

KETUA DPRD BUPATEN BATANG

S

H. I. TEGUH RAHARJO




